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ABSTRAK  
 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan 

keuangan desa adalah dalam proses pertanggungjawaban keuangan desa.   

Keterlambatan pelaporan keuangan desa merupakan tanggung jawab Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan 

menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa Provinsi 

Sulawesi Utara, analisis faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis upaya 

mengatasi faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Teknik 

pengambilan data dengan menggunakan wawancara, sumber data yang digunakan 

primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data 

dan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam pembinaan dan pengawasan 

keuangan desa menunjukkan progres positif meskipun tantangan masih ada. Meskipun 

berhasil mencapai sejumlah indikator kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa perlu terus memperkuat program dan anggaran, merekrut Sumber Daya Manusia 

spesifik, serta menyediakan fasilitas pendukung. Faktor pendukung internal seperti 

dasar hukum jelas, Sumber Daya Manusia memadai, dan keterlibatan tenaga ahli 

penting, sementara dukungan eksternal dari kerja sama dan masyarakat turut 

mendukung kinerja. Langkah-langkah seperti penambahan anggaran, koordinasi erat, 

dan partisipasi masyarakat membuktikan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa mengatasi tantangan. Meskipun ada implikasi dan panduan dari penelitian ini, 

keterbatasan fokus geografis dan analisis faktor bisa membatasi generalisasi dan 

mempertimbangkan perkembangan baru setelah penelitian dilakukan. 

 

Kata kunci: Kinerja; Pengelolaan Keuangan Desa; Pengawasan 

 

ABSTRACT  
 

The administration of village government affairs is part of the government carried out by the 

village government. One of the problems in village financial management is the village financial 

accountability process.   Delays in village financial reporting are the responsibility of the 

Village and Community Empowerment Office. The study aimed to determine and analyze the 

Community and Village Empowerment Office's performance in managing village financial 

management in Minahasa Regency, North Sulawesi Province, analyze supporting and inhibiting 
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factors, and analyze efforts to overcome inhibiting factors. The research method used is 

qualitative. Data collection techniques using interviews, primary and secondary data sources 

are used. Data analysis techniques use data reduction, presentation, and 

conclusion/verification. The results of the research on the performance of the Community and 

Village Empowerment Office in Minahasa Regency, North Sulawesi, in village financial 

development and supervision, show positive progress even though challenges still exist. Despite 

achieving several performance indicators, the Community and Village Empowerment Office 

must continue strengthening programs and budgets, recruiting specific human resources, and 

providing supporting facilities. Internal supporting factors such as a clear legal basis, adequate 

human resources, and the involvement of experts are important, while external support from 

cooperation and the community also supports performance. Measures such as budget addition, 

close coordination, and community participation prove the commitment of the Community and 

Village Empowerment Office to overcome challenges. Despite the implications and guidance of 

this study, geographic focus and factor analysis limitations can limit generalizations and 

consider new developments after the study has been conducted. 

 

Keywords: Performance; Village Financial Management; Supervision 

 

 

PENDAHULUAN 

Desa merupakan bagian negara yang mempunyai posisi paling dekat secara langsung 

dengan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa merupakan bagian dari 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, peran penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan (Kus, 2021). Desa mempunyai kewenangan dalam 

mengelola keuangan desa (Kusrawan, 2019). Pengelolaan keuangan desa merupakan 

bagian dari good governance yang mendorong terciptanya akuntabilitas dan 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.  

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah dalam proses 

pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan mempengaruhi tingkat akuntabilitas 

(Pangayow & Patma, 2021). Kabupaten Minahasa adalah kabupaten yang berada di 

Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki total desa dan kelurahan sebanyak 270 yang 

tersebar di 25 kecamatan. Penyelenggaraan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desa di Kabupaten Minahasa sampai akhir tahun anggaran 2021 belum berjalan dengan 

baik disebabkan oleh masih adanya desa-desa yang terlambat dalam penyampaian 

laporan pertanggungjawaban melewati batas waktu yang ditentukan. Berikut data desa 

yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa pada tahun 2019-

2021: 
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Tabel 1 Data Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APB Desa Tahun 2019-2021 

 

 

No 

 

 

Kecamatan 

 

 

Jumlah 

Desa 

Jumlah Desa yang Menyampaikan LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Desa 

2019 2020 2021 

Tepat 

Waktu 

Terlambat Tepat 

Waktu 

Terlambat Tepat 

Waktu 

Terlambat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Eris  8 - 8 - 8 2 6 

2 Kombi 13 - 13 - 13 1 12 

3 Lembean 

Timur 

11 - 11 - 11 2 9 

4 Kakas 13 - 13 - 13 1 12 

5 Tomposo 10 - 10 - 10 1 9 

6 Remboken 11 - 11 - 11 1 10 

7 Langowan 
Timur 

8 - 8 - 8 1 7 

8 Langowan 
Barat 

16 - 16 - 16 1 15 

9 Sonder 19 - 19 - 19 1 18 

10 Kawangkoan 4 - 4 - 4 1 3 

11 Pineleng 14 - 14 - 14 4 10 

12 Tombulu 11 - 11 - 11 2 9 

13 Tombariri 10 - 10 - 10 6 4 

14 Tondano 

Utara 

3 - 3 - 3 - 3 

15 Langowan 

Selatan 

10 - 10 - 10 - 10 

16 Langowan 

Utara 

8 - 8 - 8 - 8 

17 Kakas Barat 10 - 10 - 10 - 10 

18 Kawangkoan 

Utara 

6 - 6 - 6 1 5 

19 Kawangkoan 

Barat 

10 - 10 - 10 5 5 

20 Mandolang 12 - 12 - 12 1 11 

21 Tombariri 

Timur 

10 - 10 - 10 2 8 

22 Tompaso 

Barat 

10 - 10 - 10 1 9 

Total 227  - 227 - 227 34 1593 

Sumber: DPMD Kabupaten Minahasa, 2023 (Diolah Peneliti) 

Dari data di atas dapat dilihat dari tahun ke tahun data desa yang terlambat lebih banyak 

daripada jumlah yang tepat waktu. Tingginya persentase jumlah desa yang terlambat 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari tanggung jawab Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Keterlambatan tersebut 

dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam hal tertib administrasi pemerintahan, 

baik pada DPMD Kabupaten Minahasa maupun pada pemerintahan desa, selain itu 

tanggung jawab pada pemerintah pusat.  

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia sesuai dengan peraturan dan tata  tertib yang 

ada(Bayu Bawono et al., 2019). Pengelolaan keuangan desa didukung oleh sumber daya 
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pengelola (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019). Desa dituntut menjadi tata 

pemerintahan yang baik dengan pilarnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

(Makalalag et al., 2017). Perlunya  pengawasan dari Lembaga terkait dalam pengelolaan 

keuangan desa (Azam Mustangin & Rani, 2020). Proses pengawasan tertuang pada 

peraturan dan perundang-undangan (Khoiriah & Meylina, 2017).  

 

KAJIAN TEORI  

Kinerja 

Kinerja pegawai menurut Robbins dalam (Purba, 2020) merupakan peranan dari 

korelasi antara kecakapan dan semangat. Dalam manajemen, kinerja pegawai 

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena kinerja individu pegawai 

dalam suatu organisasi adalah elemen dari kinerja organisasi dan bisa menentukan 

kinerja organisasi itu sendiri. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam 

mencapai kinerja pegawai akan dipengaruhi oleh kinerja individu dan tim karyawan 

Pengelolaan Keuangan Desa  

Laporan keuangan menurut Harahap dalam (Triyuwono, 2019) merupakan keluaran 

serta hasil akhir dari proses akuntansi. Bastian dalam (Triyuwono, 2019)mengatakan 

laporan keuangan pada sektor publik adalah representasi posisi keuangan dari transaksi 

yang dilakukan entitas publik. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi untuk pengumpulan datanya. 

Informan dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti melalui purposive 

sampling. Berikut ini merupakan informan penelitian yang ditentukan oleh peneliti 

sebagai sumber data dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa informan tersebut 

dapat memberikan data berupa informasi kepada peneliti terkait dengan Kinerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: 

 

 

http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/


JOURNAL  FAKULTAS EKONOMI 

GEOEKONOMI  UNIVERSITAS BALIKPAPAN 
 

170 
Jurnal GeoEkonomi ISSN-Elektronik (e): 2503-4790 | ISSN-Print (p): 2086-1117 

Volume 14 Nomor 02 September 2023 | DOI:  doi.org/10.36277/geoekonomi.V14i2.309 
http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi 

 

Tabel 2 Data Informan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            Sumber Data: Diolah Peneliti, 2023 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Desa yang menjadi fokus penelitian 

yaitu, Desa Kolongan, Desa Kolongan Satu, Desa Rerer, Desa Rerer Satu, dan Desa 

Kombi. Teknik analisis data kualitatif meliputi tahapan 1) reduksi data, 2) penyajian 

data, dan 3) kesimpulan/verifikasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh DPMD Kabupaten 

Minahasa memiliki peran penting dalam mengarahkan pengelolaan dana desa sesuai 

dengan asas-asas pengelolaan keuangan yang berlaku. DPMD Kabupaten Minahasa 

bertanggung jawab untuk mengawasi ketersediaan program, anggaran, sumber daya 

manusia, dan fasilitas pendukung yang mendukung pengelolaan keuangan desa. 

No. Informan 
Jumlah 

Informan 

(1) (2) (3) 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa 1 

2. 
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Masyarakat Kabupaten Minahasa 
1 

3. Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa 1 

4. Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa 1 

5. Kepala DPMD Kabupaten Minahasa 1 

6. Kabid PKAKD DPMD Kabupaten Minahasa 1 

7. Camat Kombi 1 

8. Kepala Desa Kolongan 1 

9. Kepala Desa Kolongan satu 1 

10. Kepala Desa Rerer 1 

11. Kepala Desa Rerer Satu 1 

12. Kepala Desa Kombi 1 

13. Tokoh Masyarakat 1 

14. Tokoh Agama 1 

15. Tokoh Pendidikan 1 

16. Tokoh Pemuda 1 

17. Tokoh Perempuan 1 

Total 19 
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DPMD Kabupaten Minahasa mengoperasikan program pembinaan dan pengawasan 

pengelolaan keuangan desa melalui Bidang Penataan Kerja sama, Aset, dan Keuangan 

Desa. Program ini termasuk dalam APBD dan difokuskan pada kegiatan fasilitasi 

pengelolaan keuangan desa. Koordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD Kabupaten 

Minahasa juga memainkan peran penting dalam upaya pembinaan dan pengawasan ini. 

Meskipun upaya telah dilakukan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa masih memiliki beberapa keterbatasan. Program yang disetujui dalam 

APBD terbatas pada kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Keterbatasan ini 

dapat mempengaruhi kinerja DPMD Kabupaten Minahasa jika tidak ditingkatkan. 

Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2022, sebagai berikut: 

 

Gambar 1 Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2022 

Ketersediaan anggaran pada program pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/


JOURNAL  FAKULTAS EKONOMI 

GEOEKONOMI  UNIVERSITAS BALIKPAPAN 
 

172 
Jurnal GeoEkonomi ISSN-Elektronik (e): 2503-4790 | ISSN-Print (p): 2086-1117 

Volume 14 Nomor 02 September 2023 | DOI:  doi.org/10.36277/geoekonomi.V14i2.309 
http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi 

 

Tabel 3 Anggaran Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa 

No. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

Tahun Jumlah Anggaran Sumber 

(1) (2) (3) (4) 

1. 2021 Rp. 29.999.722 APBD 

2. 2022 Rp. 26.098.984 APBD 

3. 2023 Rp. 24.064.950 APBD 

Sumber: DPMD Kabupaten Minahasa, 2023 (Diolah oleh Peneliti) 

Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa 

memang tersedia. Namun, dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 

desa khususnya pada kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan 

masih kurang jika dibandingkan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

terhadap 227 desa di Kabupaten Minahasa. 

DPMD Kabupaten Minahasa memiliki 22 pegawai dengan status PNS untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi dinas. Meskipun jumlah pegawai sudah memenuhi 

kebutuhan, masih ada kekurangan dalam spesifikasi pegawai yang khusus untuk 

pengukuran spesifikasi bangunan sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan 

keuangan desa. 

Tabel 4 Data Pegawai ASN 

1. Jumlah ASN Menurut Golongan/Pangkat 

 Golongan IV/c 1 orang 

Golongan IV/a 4 orang 

Golongan III/d 14 orang 

Golongan III/c 3 orang 

Total 22 Orang 

2. Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan 

 S2 3 orang 

S1 19 orang 

Total 22 orang 

Sumber: DPMD Kabupaten Minahasa, 2023 (Diolah oleh Peneliti) 

Ketersediaan fasilitas pendukung program pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan upaya ini. 

Koordinasi dengan Inspektorat, BPKAD, dan Camat juga membantu dalam memastikan 

koherensi dalam pembinaan dan pengawasan. 
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Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa memiliki dampak 

signifikan terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. 

Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan desa yang tertib dan transparan juga 

menjadi tujuan akhir dari upaya ini. 

Tabel 5 Meningkatnya Pembangunan Desa yang Berkualitas 

No. Indikator Target Realisasi  Capaian 

1 Persentase Desa yang Maju dan Mandiri 49,78% 70,48% 141% 

2 Persentase Status Kelembagaan Ekonomi 

Desa (BUM Desa) yang Berkembang 

5,72% 6,16% 107,6% 

3 Persentase Desa dengan Predikat Desa 

Berprestasi Tingkat Kabupaten 

3,96% 4,84% 

(11 desa) 

122% 

Sumber: DPMD Kabupaten Minahasa, 2023 (Diolah oleh Peneliti) 

Tabel tersebut menggambarkan adanya capaian kinerja yang DPMD Kabupaten 

Minahasa dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa khususnya 

pada pembangunan desa. 

Beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran, spesifikasi pegawai 

yang kurang, dan kebutuhan fasilitas pendukung yang belum terpenuhi, DPMD 

Kabupaten Minahasa terus berupaya untuk mengatasi hambatan ini. Dengan upaya 

langsung dan tidak langsung yang dilakukan, DPMD berupaya meningkatkan efektivitas 

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa guna mendukung pembangunan 

desa yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Sama seperti penelitian (Shuha, 

2018). 

DPMD Kabupaten Minahasa berusaha mengatasi faktor penghambat melalui 

berbagai langkah. Ini termasuk pengusulan program dan anggaran setiap tahun, 

keterlibatan tenaga ahli dari Inspektorat untuk memenuhi kekurangan pegawai, serta 

langkah-langkah lainnya seperti bimtek pengelolaan keuangan desa dan monitoring 

yang intensif. Sama halnya pada penelitian (Pradana & Ma’ruf, 2021) Dinas PMD 

memberikan dampak terkait pengelolaan keuangan. Fungsi pengawasan sangat berperan 

(Prasetyaningtyas, 2018; Susanti et al., 2020; Wida et al., 2017). Pengawasan dapat 

mendeteksi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Roza & S, 2018). Pengelolaan 

dana desa yang baik membawa perubahan pada desa (Sara et al., 2021; Shaleh et al., 

2020; Suryani, 2021). 
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SIMPULAN 

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, telah 

menunjukkan beberapa hasil positif. Meskipun DPMD telah berhasil mencapai sejumlah 

indikator pada berbagai dimensi kinerja, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi 

guna meningkatkan efektivitasnya. Upaya penguatan kinerja DPMD melalui 

peningkatan program dan anggaran, perekrutan SDM yang lebih spesifik, serta 

penyediaan fasilitas pendukung menjadi langkah penting. Meskipun telah berhasil 

mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa pada sebagian besar desa di wilayah 

Kabupaten Minahasa, DPMD masih perlu berupaya lebih keras untuk memastikan 

ketertiban pertanggungjawaban keuangan desa agar tercapai hasil yang lebih optimal. 

Dalam konteks ini, faktor pendukung internal dan eksternal menjadi faktor kunci 

dalam membentuk kinerja DPMD. Dalam faktor pendukung internal, adanya dasar 

hukum yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, dan usaha untuk mengisi 

kekosongan dalam SDM dengan melibatkan tenaga ahli menjadi elemen penting. Di sisi 

lain, faktor pendukung eksternal, seperti kerja sama dengan berbagai pihak terkait dan 

dukungan dari masyarakat, turut mendukung kinerja DPMD dalam melaksanakan 

tugasnya. Meskipun ada faktor penghambat, baik internal maupun eksternal, DPMD 

telah melakukan upaya-upaya langsung dan tidak langsung untuk mengatasi masalah 

ini. Langkah-langkah seperti penambahan anggaran, koordinasi yang lebih erat, serta 

partisipasi masyarakat membuktikan upaya konkret DPMD dalam mengatasi tantangan 

kinerjanya. 

Implikasi dari hasil penelitian ini memberikan beberapa panduan yang berpotensi 

bermanfaat bagi pengambil kebijakan, praktisi, dan peneliti di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan pengelolaan keuangan desa. Pertama, implikasi dari hasil positif kinerja 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah bahwa upaya penguatan 

dan pengembangan program serta anggaran pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa perlu terus diperhatikan dan ditingkatkan. Dalam hal ini, rekomendasi 

yang muncul dari penelitian ini dapat membantu pengambil kebijakan untuk 

mengalokasikan sumber daya yang tepat guna dalam mengoptimalkan fungsi DPMD. 

Namun, perlu diingat bahwa peningkatan anggaran dan program harus disesuaikan 

dengan realitas ekonomi dan keuangan daerah. 
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